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ABSTRAK

Vonis atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap (Inkracht) adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang, tidak
adanya kesempatan lagi bagi pihak yang kalah untuk menggunakan upaya hukum
biasa untuk melawan<putusan itu. Maka oleh sebabwitu hakim dituntut untuk
memberikan putusan atau landasan_baik hukum formil maupun hukum materil
yang berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari
dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya menyangkut perkara-
perkara yang ditanganinya, sehingoa terciptanya suatu putusan yang
mencerminkan rasa keadilan bagi-hangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat masalah pokok nya: Berkaitan dengan
Apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan ultra petita tentang
hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr dan Bagaimanakah pertimbangan
hakim dalam memutuskan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak
setelah perceraian dalam perkara Nomaor : 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,.
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriftif, karena penulis bermaksud
memberikan gambaran yang jelas.dan rinci.tentang permasalahan yang menjadi
pokok penelitian. Mengenai analisis data, putusan perkara Nomor : 1360/ Pdt.G/
2015/ PA.Pbr. yang merupakan bahan hukum Primer, selanjutnya dipelajari
dengan seksama berdasarkansidentifikasi masalahiyang disajikan secara deskriftif
dalam suatu rangkaian kalimat-yang jelas-dan terperinci. Kemudian pada akhirnya
penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa,. Pertama, Dasar Hukum Di
Keluarkannya Putusan Ultra Petita Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Setelah  Perceraian. . Oleh. Pengadilan Agama  Pekanbaru = Nomor:
1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat 2
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; *Pertanggungjawaban terhadap hutang
yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta
bersama”..Kedua, Pertimbangan Hakim DalamMemutuskanUIltra Petita Tentang
Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Dalam Perkara Nomor : 1360/
Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr berdasarkan pasal 93 ayat 2 kompilasi hukum islam
membuat hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa bila harta yang didapat
selama perkawinan dibagi dua maka hutang yang timbul selama perkawinan akan
dibagi dua jika terjadi perceraian.
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nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide a
clear and detailed description of the problems that are the subject of the
study. Regarding data analysis, case decision Number:
1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr. which is the primary legal material, then carefully

studied based on the identification of problems presented in a descriptive set
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in a clear and detailed sentence. Then in the end the authors draw the

conclusions of this study inductively.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Be "Tg'l.ﬁ| W
““‘-‘1‘ @‘.‘“\“ .’@ ‘ a hukum dan

'%‘ : ungkinan lain Pemohon
<z

-

a merasa hak keperdataannya dilanggar

ggugat merupakan orang atau

dan Termohon (H. Rid ‘ a‘

_ Ln
perusahaan yang mengajukangug
sedangkan tergugat yakni pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dianggap

perbuatan yang dilakukan merugikan hak keperdataannya (H. Riduan Syahrani: 30).



Sebelum melangsungkan persidangan hal yang pertama dilakukan oleh Penggugat
atau Pemohon adalah membuat surat gugatan yang terdiri dari identitas Penggugat/
Pemohon dan Tergugat/ Termohon serta posita dan petitum dengan dalil dalil yang

ingin Penggugat/ Pemehon minta. diadilkan oleh-hakim yang.mengadilinya.

Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan yaitu sesuai dengan undang-undang
Republik Indonesia Nomor.\4-Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dibagian
pada ketentuaan umum bab | Pasal 1 ayat (1) berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

hukum republik Indonesia”.

Undang-undang telah menetapkan badan-badan peradilan yangmerupakan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Menerima, memeriksa, mengadili, memutus,
dan menyelesaikan perkara untuk. menegakkan hukum yang disebut dengan perdilan
(Abdul Ghofar Anshori, 2007: 147). Kekuasaan absolut Peradilan Agama diatur
dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa
‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dibidang perkawinan, harta gono-gini, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,

shadagah, dan ekonomi syariah”.



Pada proses beracara dipengadilan, akan dipimpin oleh hakim dalam proses
persidangan dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara. Ditegaskan dalam Pasal 119
HIR sampai 143 RBg khusus dalam memimpin persidangan, hakim berkuasa buat
membagikan ajaran kepada pihak-pihak yang-mengajukan gugatan pada Pengadilan
tujuannya terhadap permasalahan yang dilakukan untuk diajukan menjadi jelas,
persoalannya . dan memudahkan T hakim/ memeriksa serta  mengadili perkara
(Abdulkadir Muhammad, 2008: 224). Pemeriksaan ini harus berdasarkan aturan
hukum untuk-mencapai keadilan. Selain wewenang memberikan petunjuk selama
dalam persidangan menurut pasal 1 dan 2 tentang ketentuan, hakim juga memiliki
tugas untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia serta menemukan
kebenaran yang sesungguhnya dalam perkarayang di periksanya dan menyerahkan

kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dalamundang-undang.

Hakim juga harus bertanggungjawab mengenai isi serta kebenaran terhadap
berita acara persidangan juga menandatanganinya serta membuat putusan atau vonis
yang merupakan suatu. pernyataan hakim yang. diucapkan pada sidang pengadilan

yang terbuka untuk umum (H. Riduan.Syahrant, 2009: 224).

Vonis atau putusan adalah kekuatan hukum yang tetap yang ada pada putusan
hakim (Inkracht) sehingga tidak dimilikinya lagi kesempatan bagi pihak yang kalah
(Moh. Taufik Makarao, 2004: 131). Putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya

tidak adanya pengajuan perlawanan hukum dari tergugat adalah putusan yang tidak



dapat diganggu gugat. Sehingga putusan tingkat pertama yang tidak ada dalam
pengajuan banding, tidak ada diajukannya kasasi dalam putusan pengadilan tinggi,
peninjauan kembali akan dilakukan jika ada kasasi yang tidak mengajukan upaya
hukum, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan diharapkan

dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan (Moh. Taufik Makarao, 2004: 132).

Untuk ‘mengadili suatd-perkara hakim dituntut sesuai dengan aturan hukum
acara peradilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada hakekatnya hakim tidaklah
mengetahui semua hukum karena hukum itu terdiri dari peraturan tertulis dan yang
tidak tertulis® (Abdulkadir Muhammad: 178). Sedangkan menurut Sudikno
Mertokusuma dianggap hakim itu tahu akan hukumnya (ius.curia novit), hakim
tersebut merupakan orang yang belatar belakang pendidikan sarjana hukum (Sudikno
Mertukusomo,-2002: 41). Maka oleh sebab itu hakim dituntut untuk memberikan
putusan atau landasan baik “hukum_ formil maupun hukum materil. Selain landasan
formil dan materil yang menjadi alasan hakim dalam membuat putusan, Hakim juga
harus berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari
dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya dalam perkara yang diadili,
dapat terciptanya suatu putusan .guna memberikan rasa keadilan (Sudikno

Mertukusomo, 2002: 20).

Pada hakekatnya yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara adalah hakim
yang berwenang dalam memutus perkara tersebut, hakim dimintakan untuk

mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan untuk diadili.



Sehingga mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan hanya hakimlah yang dapat
menentukannya ataupun permohonan penggugat, maka penggugat harus
mencantumkan apa yang diminta atau dimohonkan di dalam petitum atau pokok
perkara yang diajukan kepada-hakim yang mengadili, memeriksa serta memutuskan
perkara.a quo tersebut. Jika penggugat atau pemohon tidak mencantumkan apa yang
dimohonkan atau dimintanya_dalam gugatan ataupun permohonan dipetitumnya maka
hakim tidak diperbolehkan untuk mencantumkan di dalam amar putusannya. Hal ini
sesuai dan .ditegaskan dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan
Rechreglemenet. voor de Buitengewesten (RBG) pada bagian ke 3 tentang
musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat

(3) Rbg menegaskan “hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang di tuntut” .

Apabila hakim mengabulkan dan membuat putusan yang tidak diminta oleh
penggugat atau pemohon dalam.petitum gugatannya. Maka hakim tersebut telah
melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh
penggugat namun dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan ultra petitum

partium. (Sudikno Mertukusomo, 2002: 17).

Berdasarkan ketentun yang terdapat dalam “Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat
(3) berbunyi “larangan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut
pada isi petitum gugatan yang yang berlaku di seluruh lembaga pengadilan Indonesia.
Hal ini dapat di pahami, akibat buah pikiran untuk membela atau tidak adalah salah

satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau perorangan yang terletak



pada kehendak atau pertimbangan orang atau perorangan tersebut yang tidak dapat di
lampaui. Ultra petitum tidak diizinkan dengan argumen yang tidak benar menerapkan
atau membuat kesalahan hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan yang terdapat
mengandung ultra:petitum maka. putusan itu.dianggap batal. demi hukum, meskipun

yang dilakukan hakim dengan niak baik (Sudikno Mertokosumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara; terkadang ditemur hakim_memberi putusan yang bersifat
ultra petitum partium, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas ultra
petita, akan tetapi tidak diizinkan ultra petita secara mutlak tidak berlaku karena
hakim mempunyai kewajiban aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang
benar-benar menyelesaikan perkara. Dalam gugatan apapun permohonan bagi hakim
dalam membuat dan memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga

hakim memiliki kewenangan dalam memberikan putusan melebihi isi petitum.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa non ultra petita tidak
berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima
dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang
hakim memberikan putusan ultra petita menimbulkan perdebatan dalam peradilan
agama, sering juga dikatakan dalam putusan ultra petita tidak mengandung asas
kesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang bersengketa dalam
hukum acara peradilan agama. Contoh salah satu kasus yang merupakan putusan
ultra petita yaitu kasus tentang harta bersama dalam perkara di PengadilanAgama

Pekanbaru.
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Terhadap perkara ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
memberikan putusan tentang kasus harta bersama dimana Ahmad Faisal sebagai

Penggugat dan Erlina Risman sebagai Tergugat yaitu berupa:

B 1988 ZFE; adalal

tergugat konvensi;
3. Hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Bank
Nagari sejumlah Rp. 198.450.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah)
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Dalam gugatan Penggugat tidak terdapat hutang bersama Penggugat Konvensi
dan Tergugat Konvensi di Bank Nagari sejumlah Rp. 198.450.000,-. Namun dalam

Putusannya hakim menghukum Tergugat melebihi gugatan si Penggugat yaitu

Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr?
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C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dalil-dalil yang apa saja menjadi dasar

san  ultra petita dalam
‘\\\\\“ .00

i asas non ultra

<

SRNENG
]

1. Putusan Pengadilan

Putusan menurut bahasa yaitu “al-gadha” yang artinya keputusan dan
jamaknya aqdhiyya yang menurut asal muasal artinya dikatakan bertujuan

menyempurnakan sesuatu dan menetapkan hukumnya, menyelesaikannya dan
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diputuskannya. Didefiniskan demikian karena hakim diminta dapat
menjadiorang yang lebih baik dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu

urusan serta menetapkan hukum. Sementara itu, apabila “a/-gadha” dibaca

angan. Dalam bahasa
Adapun pengertian
hukum yang pasti

sehingga ma g pit ' akukan upaya hukum yang

gewijsde dikenal sebagai istilah terlijskgewijside (Ahmad Mujahidin, 2012:

229).

10



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perlu ditegaskan putusan yang dimaksud dalam penjelasan ini
yaituputusan peradilan tingkat perdana, sehingga tujuan akhir dari proses

pemeriksaan perkara dipengadilan, dapat diambil dalam suatu putusan oleh

Negeri dihapuskan.

2. Setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk melaksanakan putusan-

putusannya (Gemala Dewi: 148).

11
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Didalam peradilan ada beberapa macam putusan, baik dilihat berdasarkan
sifatnya (segi hadir tidaknya para pihak) maupun dari segi fungsinya. Khusus

untuk putusan Pengadilan Negeri Pasal 185 HIR, pasal 196 Rbg dan pasal 46-

asing pada saat

berikut:

menghukum penggugat untu payar biaya perkara (M. Yahya Harahap:
873). Adapun dasar hukum putusan gugur akibat penggugat atau pemohon yang
dikarenakan tidak dapat hadir dalam persidangan saat ditetapkan hari untuk
menyatakan putusan yaitu pada Pasal 124 HIR berbunyi “jika penggugat tidak

menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia

12
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dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum

biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali

lagi, sesudak ‘ ‘ a _perkara yang tersebut”.
“Q“‘ .‘9;. ara, dan dalam
dak_bi AW3 5 erta dapat tutup

Igat atau termohon
a resmi, sedangkan

an apabila sudah

5. Penggugat mohon keputusan (M.Yahya Harahap: 874).

13
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Adapun dasar hukum yang menyatakan putusan itu verstek yaitu ketika
tidak hadirnya tergugat pada hari perkara diperiksa atau tidak ada orang yang

mewakilinya, meski patut dipanggil, gugatan diterima dengan tidak hadirnya

erasalasan atau melawan
tergugat masih
mengajukan

g putusan verstek

pkan dalam sidang

san Kontradiktoir.

paling dekat hal mengundur itu diberitahukan pada waktu persidangan pada
pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan pengadilan,
sedangkan tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi

menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan di

14
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putuskanbagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak ada

perlawanan (verzet) .

Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

3. Putusan Condemnatoir
lalah  memberikan keputusan yang amarnya mengandung unsur
penghukuman, dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial itulah putusan

Condemnatoir. (Sophar Maru Hutagalung, 2012: 194).

15
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c.  Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, ada dua jenis putusan yang

dapat diklasifikasikan:

laksana kekuasaan
ng terjadi di antara

. Yahya Harahap:

beschikking. Perkara permoha ya mengenal pemohon saja dan tidak ada

pihak lain sebagai lawan.

16
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A. Susunan Putusan

Kalau diamati dalam susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat

enam bagian yang. tersusun secara kronologi dan saling kait-mengait satu sama

Berdasarkan undang-

tidak memberikan

kepada hukum kepada dirinya dan kepada rakyat, tetapi bertanggung

jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Abdul Manan, 2008: 293).

2. Indentitas Pihak Yang Berperkara
Dikemukakan diatas ada dua pihak perkara perdata yang selalu berlawanan

yakni tergugat dan penggugat. Indentitas pihak yang berperkara harus jelas

17
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dalam sebuah pngadilan yaitu agama, nama, umur, pekerjaan, tempat kediaman
dan apa kedudukan sebagai pihak, menguasakan kuasanya kepada orang lain.

Putusan yang disusun harus diingat adanya perubahan yang terjadi terhadap

kedudukan para
ggal dunia, maka

. Perkara itu tidak

mengenai jawaban dan guga gugat setiap putusan pengadilan perkara
perdata harus secara ringkas dan jelas”. Surat putusan juga harus terlihat dapat
dijelaskan secara teliti tentang alasan dasar dari putusan, peraturan perundang-

undangan kemudian mengeluarkan pasal-pasal yang berlaku.

18



B. Kekuatan Hukum Putusan
Setelah terjadinya putusan maka putusan tersebut mempunyai nilai

kekuatan yang dipandang didalam mata hukum. Adapun kekuatan putusan

iy disay yejepe il udwnyo(]

ulis. Tujuan yakni untukbisa

dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin dipergunakan

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

saat melakukan banding, kasasi putusan tersebut bisa dijadikan akta autentik

yang dapat digunakan sebagai alat bukti (Abdul Manan: 309).

19
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3. Kekuatan eksekutorial

Dapat diketahui putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, Putusan Pengadilan itu baru

Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)

Putusan adalah suatu penjelasan hakim dalam suatu pengadilan
yangdiucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam hal

menyelesaikan atau pemeriksaan perkara.

20
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Ultra petita adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan dalam suami istri dan

i ‘Qm‘i “ \““@*ﬂl “ . san kepada mereka

diselesaikan 0

- \‘?&\"t“é‘,
=

penelitian. Thamrin S, menye pahwa “penelitian deskriptif adalah suatu
penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk
mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-

teori baru” (Thamrin S, 1996: 10)
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2. Sumber data
Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yakni
meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data

(Soerjono

pngkan sebagai

Sekunder seperti kamus dan seterusnya.
3. Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu
dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian

dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah
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yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian

yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini

dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian secara

23
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

‘A- ng dalam suatu
 terlulis mengenai

kan dari putusan.

AWEALY

Hal ye

)angan hakim yang

bertujuan u

A
&
=
D
>
=
c
Z
c
3
o
jab)
>

memberikan

dibuatnya. (Mukti Arto, 2004: him. 140)
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Pada dasarnya pertimbangan hakim berisikan tentang: (Mukti Arto, 2004: him.

142)

a) Pokok persoalan dan serta ajaran yang tidak harus disangkal.

mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman serta di dalam Undang-undang
Nomor 48 tahun 2009. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu
kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24
terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.

48Tahun 2009 berbunyi “kedaulatan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

25
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merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun1945

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

peradilan 0 , NE peradilan militer,

lingkungan pera aha negara . amah konstitusi’.

memberikan pengertian bahwa tide ang namanya hakim membela manapun
dalam pertimbangan dan putusan. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1)undang-undang No.
48Tahun 2009 berbunyi “mengadili dalam suatu pengadilan harus menurut hukum

dengan tidak membeda-bedakan orang”. (Andi Hamzah, 1996: him. 95)
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Dalam memberikan dan menemukan hukum terhadap putusan seorang hakim
dapat melakukan hak nya untuk melakukan bercermin terhadap yurisprudensi dan

pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak

I para hakim yang
memiliki : am menerima, ¢ an mengadili serta

menyelesaikan setia : a memberikan rasa keadilan dan

undang-undang hukum acara Pe ama. Adapun Tugas-tugas pokok hakim
Pengadilan Agama yakni:
a.Tugas Yustisial

1) Menolong mencari suatu keadilan

27
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Pengadilan merupakan lembaga yang didirikan untuk dapat menolong para
pihak untuk mencari suatu keadilan guna terciptanya lembaga peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan.

pembuatan

yang dima

diembannya

melakukan upaya perdamaian bagi para pihak.
4) Pemimpin persidangan
5) Mengecek dan mempertimbangkan perkara
Dalam mengecek dan mempertimbangkan perkara, maka hakim harus

untuk:

28
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a) Mengkonstatir, artinya memberikan bukti yang benar atau
tidaknya peristiwa yang diajukan para pihak.

b) Mengkualifisir suatu dalil yang telah terbukti dalam perkara, yaitu

enjadikan semua

7) Men
Pelaksanaan atau e i perkara perd: 2 dala atu putusan pengadilan

dilakuka

.. S a religius sehingga dapat
memberikan rasa ama . 1 da para pihak terhadap putusan
yang dibuat oleh Hakim guna memberikanrasa keadilan yang diinginkan.

9) Memperdalam point-point hukum yang ada dalam masyarakat
Sebagai penegak hukum, hakim wajib memperdalam ilmu-ilmu hukum,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

29
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Hakim harus mampu melakukan rechitvinding (menemukan hukum) guna

memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

10) Adanya pengontrolan untuk penasehat hukum

oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan
perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana, mencari kebenaran sesungguhnya
secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan
dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Dan adapula artinya

hakim harus mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan dan tuntas.
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Dapat dibagi 2(dua) bentuk permasalahan dalam suatu putusan hakim, yaitu:
a. Dari sisi kehadiran para pihak yang berperkara

Dalam suatu persidangan ada namanya penyelesaian sangketa yang mana

persidanga ‘ nencegahnya, da 1 endapatkan wewenang

yang diberi

jikatergugat tidak dapat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal
sudah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan
verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat

secara murni. Putusan ini atur dalam Pasal 125 ayat (1) H.1.R. dan Pasal 78 Rv.
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¢) Putusan atau vonis Kontradictoir

Putusan ini dapat dikaji dari aspekputusan diucapkan saat kehadiran para

pihak. Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan contradictoir

diklasifikasikan dalam bentuk:
a. Menyatakan bahwa ditemukan beragam ketidak sempurnaan/cacat formil dalam
sebuah gugatan yang sebagaiaturan untuk para hakim memberitahukan gugatan

tidak diterima, antara Adapun gugatan cacat formil ini terdiri atas:
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e Suatu pihak yang menegaskan gugatannya merupakan kuasa yang bukan

suport dari yang memenuhi dari surat kuasa khusus ketentuan atau syarat yang

berlaku.

e Bantahank

b. Menolak g er jat yang ditu: . ile san akhir dengan
menolak membuktikan dalil
gugatan, uhi batas minimal

pembuktia

%‘g\\‘%\

lawan yang

c. Mengabulkan

=4
c
=
~
m
5
§e)
=
=1
c
w
Q
S
5
<
5
o
[
5

menguntungkan p en an kewajibanhukum kepada
tergugat.
C. Sistematika Sebuah Keputusan
Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, pasal 189 RBG menyebutkan “bila
pengecekan kasus sudah tuntas, dalam mengambil putusan yang akan diberikan

karena jabatan majelis hakim akan melakukan musyawarah bersama. cara
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pengecekan apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang disertai
dengan replik penggugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan

konklusi dianggap selesai. Jika semua tahap yang ditentukan dalam hukum acara

ekan ditutup dan proses

‘h“‘ .ea erhadap perkara

akim yang mesti

EALANL S

. Diantaranya: (M.

LA T

dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu
yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis

maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.(M. Yahya Harahap, 2005: him. 798)
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Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004~
berbunyi “sebagai penegak hukum dan keadilan dalam kedudukannya, memerintah
hakim, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam
masyarakat. Maksud dari penjelasan ini_hakim-itu harus bertindak sebagai perumus
dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat”.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBG,
dan Pasal 50°Rv. “Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan
memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya”.

Namun-tidak selamanya kecerobohan atas keharusan.yang dijelaskan pasal
tersebut diatas memicu putusan menjadi gagal. Adakalanya dengan secara kasuistik,
cukup diperbaiki sebagaimana Putusan MA No. 1911 K/Pdt/1984.

c) Tidak Di Perkenankan Memutuskan Diluar Dari Petitum

Asas lain diatur pada Pasal 178 ayat 3 HIR, pasal 189 ayat 3 RBG dan pasal
50 Rv. Vonis tidak beleh memperbolehkan melebihi tuntutan yang dikemukakan
dalam gugatan. Larangan “ini disebut ultra petitum. Hakim yang mengabulkan
melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui tugas wewenang
atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan
mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat meskipun itu dilakukan hakim

dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara

35



mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan
yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik.

Oleh sebab itu, jika hakim ini harus melangkaui prinsip ultra petitum,sama
dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law. Sehingga.dengan demikian,apabila
hakim melakukan suatuperbuatan ultra petitumdengan berdasarkan suatu alasan itikad
baik, hal itu tetap tidak dapat. dibenarkan:atau,ilegal, karena melanggar prinsip the
rule of law,oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itupun ditegaskan dalam
putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa hakim dilarang untuk
mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan atau melebihi dari apa yang
diminta dari gugatan.(M. Yahya Harahap, 2005: him. 802)

d) Dikatakan Didepan Umum

Melalui prinsip. ini, diibaratkan memiliki dampak penengah terjadinya proses
peradilan yang berat kesalah satu pihak, karena jproses sejak awal sampai putusan
dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasikan secara luas. Hal
ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan dan menyalahgunakan
wewenang dalam satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu. Pada suatu
perkara tertentu, ada Peraturan Perundang-undangan yang membenarkan dan
memperbolehkan bahwa pemeriksaan suatu perkara dapat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Salah satu contoh suatu perkara dapat diperiksa dalam sidang
tertutup adalah perkara yang berkaitan dalam hukum kekeluargaan, khususnya suatu

perkara perceraian,
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Secara umum putusan pengadilan terdapat padaPasal 15 HIR, Pasal 196 RBG,
dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 10 HIR, Pasal

191 RBG yang memanipulasi vonis provisi bahwa bersumber pada pasal-pasal yang

undang-undang

sebagai ganjaran

L ) 8 )

atas tindak aktor keingkaran

menghadiri memeprkenalakan

bentuk-ben

Suatu putusan dapat di tinjau dari segi disaat putusan itu dibacakan oleh hakim,
berikut beberapa klasifikasinya, yaitu:
1) Putusan atau vonis sela

Adalah suatu vonis hakim yang bawaannya hanya bersifat sementara atau

berubah-ubah yang tidak termasuk kedalam vonis hakim terakhir, hal ini diatur
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berdasarkan Pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV yang disebut dengan vonis.
Maksud dari dijatuhkannya putusan untuk membuat perkara lebih dipermudah dan

terciptanya suatu kepastian hukum. Pada suatu perkara didalam sidang putusan sela

dibacakan terpisah an akim, namun putusan sela

‘h%ﬂ“ .Qg am berita acara

membayar
Dalam te knya Sa d asikan dalam beberapa
macam putusa ara la tusa al ' rlocutoir, putusan

incidenteel,

ii. Putusan atau vonislnterlocutoi
Putusan atau vonis sela yang bisa berdampak akan bunyi putusan akhir yang
disebut putusan atau vonis interlocutoir. Contohnya: Putusan pada saat mendengar

keterangan para ahli hukum, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi, putusan
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berhubungan berat yang di pikul para pihak, sumpah dan vonis yang memerintahkan

salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

iii. Putusan atau vonis Incidenteel

u keinginan salah
satu pihak yang S adakant : dahulu suatu vonis
Sehingga vonis yang

timbul karena a Ja engan po r - menentukan suatu

2) Putusan atau vonis akhir
Putusan akhir ialah suatu pemberitahuan Majelis, sebagai perwakilan negara
yang diamanahkan kedaulatan untuk dikatakan dalam suatu perkara dipersidangan

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara
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pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. (Abdul Manan, 2008: him.
308)

Ditinjau dari segi sifatnya putusan atau vonis hakim dapat dibedakan menjadi 3

mengakui

declaratoir

mempunyai

meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru

ialah vonis Konstitutief.
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c. Putusan atau VVonis Kondemnatoir
Vonis yang diberikan oleh Majelis hakim yang amar putusannya bersifat

menghukum disebut putusan Kondemnatoir. Dalam perkara perdata tatanan hukuman

1. Kemamp
Vonis atau Putu mengatas «@sus at ngketa dan memberikan

hak atau 1Y@ , aikan pihak yang

2. Kemampuan Pembenaran
Putusan dalam tatanan tertulis yang membentuk akta otentik yang tidak lain
bermaksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang akan

diperlukan untuk mengajukan upaya hukum kekuatan pembenaran. Suatu vonis
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hakim mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, akan tetapi tidak

mempunyai kekuatan yang mengikat kepada pihak ketiga..

3. Kemampuan Executoriaal

sifat pasif dan sangat

berhubungan de 2 i, @ : i an hakim:dilihat dari

tolak karena wawasan tuntutan serta kelanjutan dari pokok perkara maka hanya para
pihak yang berhak untuk menentukan.(Sudikno Mertokusumo, 2011: him. 12)

Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra
petitum partium. Asas ini ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang

menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan

42



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim
yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah

melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.

ersebut harus dinyatakan

ﬂ\“‘ .8 aith) maupun

Q@ pertama, hakim dilarang untuk
mengabulkan atas hal-ha . nta oleh pemohon; dan kedua, hakim
dilarang untuk mengabulkan lebih dari yang diminta. Aspek ultra petita pertama
memperlihatkan adanya pengabulan sesuatu yang sama sekali tidak diminta,
sedangkan aspek yang kedua menunjukkan adanya pengabulan sesuatu yang diminta,

akan tetapi nilai atau kadarnya melebihi dari yang dimintakan semula.
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BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa Jat ata g bernama Erlina
Risman da enikat S Niistri, pada tanggal 6
Februari 20 akta cerai nomor
863/AC/20 gl 0 Agustus 2015. Sela ikahan mereka telah

dikarunia d ) ana ar ersama selama mereka

2. Sebuah kendaraan roda e erek Honda Type Jazz 6E8 1.5 E AT,

mode minibus, tahun pembuatan 2012 berwarna putih mutiara.
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Bahwa semua harta bersama tersebut berada pada penguasaan Tergugat
sedangkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam penguasaan bank riau kepri karena

sedang jadi jaminan atas pinjaman Penggugat di bank tersebut, sedangka STNK dan

undangan : o 1 Ja Pengadilan Agama
Pekanbaru etakka jaminan arta a karena Pengggugat
kwatir bila

serta dijami

gadilan Agama Pekanbaru.

o '
nomor register 1360 tﬁ
Ay

Selanjutnya Ketua pengadila paru menunjuk majelis hakim untuk
mengadili perkara tersebut. Bahwa pada tanggal siding yang telah ditetapkan, baik
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dimuka siding untuk menjalankan proses

persidangan.
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Pelaksanaan sidang dilakukan sesuai dengan hukum acara pengadilan agama
dan para pihak telah menempuh jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil. Majelis

Hakim telah berusaha memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan

gugatan yang le mengajuk AN sita jaminan

\

terhadap

Bal
kuasa huk
kepada pihe

bahwa harta

AR NN

—*
3
<
<
S
=3
3
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QO
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a5}
=
o
QO
=

telah meme

terhadap obje

perundang-undangan.

Adapun isi putusan dibuat oleh majelis hakim pengadilan agama Pekanbaru

yakni;
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menyatakan harta-harta dibawah ini;

penjualan lelang dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Permasalahan harta benda dalam suatu keluarga suami istri sangat penting
karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau

tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda.Walaupun kenyataan
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sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan

disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari

kesejahteraan tersebut.

ersama ini terjadi
ketika terj eheboha ) ! 0 at a eri atau pada saat
proses per an seda rlangsung  di Pengadils Jama, sehingga timbul

berbagai masala , )-ka . esalannya menyimpang

tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan agama
pekanbaru Nomor:1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan

pada hartanya masing-masing.
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2. Pertanggungjawaban terhadap hutang vyang dilakukan untuk
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

i harta bersama
berupa 1 0 er g an-satu unit kendaraan

roda empat be 10bil me : 3 : sebelum mereka

Nagari guna memperoleh pinjaman. Ternyata pihak Tergugat Rekonvensi juga
meninggalkan hutang sebesarRp 216.597.718 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) yang
pembayarannya dilakukan melalui potongan gaji penggugat sebagai pegawai yang

habis masa waktu peminjamannya tanggal 16 Mei 2025.
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Perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu yang disebutkan dalam
Al-Qur’an dan hadits serta kitab-kitab figih, khususnya kitab figih, tidak ada yang

membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam

RESAC I\ V)
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dibedakan
(bechikking)
ketentuan e

mewujudkan ¢

badan peradilan dalam hal ini untuk memeriksa dalam suatu perkara hakim tidak bolh
menolak, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan

dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
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Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana
hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dalam pendekatan atau manusiawi

kepada masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya,

yurisprudens a S asi yurisprudensi itu
memerlukan g endiri, agar dengan cara i ditelusuri sejauh mana
hubungan ked
Sudikno

tetap, yakni:
dapat dianggap sebagai landmark decision karena putusan tersebut
mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai
terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung

lama”.
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2) Ajaran hukum atau ketetapan dalam suatu putusan kemudian diikuti
secara konstan dan tetap oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan
dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.

Menurut Gustav Radbruch_sebagaimana dikutip olen Bambang Sutiyoso, ia
menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu layak menampung(idee des recht),
yang meliuti -3 (tiga) unsur. yaitu: “keadilan . (gerechttigkeit), kepastian hukum
(rechtsicherheit), dan “kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur ini harus
dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya
dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.
Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan
ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang
bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah
berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah-putusan” yakni “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketika menjadi hakimdalam
putusan dalam suatu perkara haruslah mengutamakan keadilan karena putusannya
tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan.benturan antara aspek keadilan dengan
kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan
sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini
hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebuthakim haruslah memantapkan
dirinya untuk menjadi seorang profesional dalam menentukan putusan yang berguna,

dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas
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tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, beriintikan rasa keadilan dan
kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat
diterima akal sehat (ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta l0ogos).

Jangan mengabulkan atau. memberikan-putusan melebihi tuntutan. Di jelaskan
pada pasal “178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg”. Inilah yang disebutkan
larangan’ putusan ultra petitacpartiums /Mengadili lebith dari yang di tuntut
dikategorikan melampaui batas wewenang atau ultra vires. Ultrapetita partium
ataupun ultra vines dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum.
Tindakan ultra petita yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikatakan
ilegal karena bertentangan dengan prinsip (the rule of law). Hal senada dengan
tersebuut dapat-dilihat pada putusan Mahkamah agung RI tentang waduk Kedug
Ombo yang dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK). Putusan Ultra petita
yang dapat dibenarkan apabita putusan judex factic didasarkan pada petitum subsidair
yang berbentuk ex aequoet bono, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka
yang sesuai dengan inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian matereil. Adapun
tindakan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan dalam petitum primair dan
sebagian lagi dalampetitum subsidair dipandang sebagai ultra petita yang tidak dapat
dibenarkan. Hal itu sebagaimana di tegaskan dalam putusan perkara nomor : 1360/
Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr.

Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra
petitum partium. Asas ini ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang

menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan
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melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim
yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan,dianggap telah

melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.

hakim yang pasif Pasa : “Hakim dilarang

dituntut”. Hal ini

serta satu unit kendaraan roda empat berupa mobil Honda jazz.
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B. Pertimbangan Hakim DalamMemutuskanUltra Petita Tentang Hak Dan
Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian Dalam Perkara Nomor : 1360/

Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr

N
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e) Pengguga '
3. Menimbang bahwa terhada si Tergugat tersebut telah dijawab oleh
Penggugat dalam repliknya secara tertulis

4. Menimbang terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim memberikan

pertimbangan sebagai berikut;
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5.

6.

7.

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas,
Majelis hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg tentang
pengajuan gugatan, gugatan diajukan secara tertulis dn ditanda tangani oleh
Penggugat/Kuasanya wvyang ditujukan-~kepada ketua Pengadilan Agama,
selanjutnya dalam Pasal 145 ayat (4) menyatakan bahw gugatan yang telah
diberi .nomor dan didaftarkan 'dalam, buku Register setelah Penggugat
membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan
Agama. Berdasaarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat
gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugt Error In Person, Majelis
berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi .Hukum Islam yang
menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari hartasbersama, dari penjelasan Pasal-tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama
terhadap Tergugat karena ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang
sudah bercerai tanggal 20 Agustus 2015. Berdasarkn ketentuan tersebut, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa.gugatan Penggugat sudah tepat dimana
Penggugat mengajukan pembahagian harta bersama terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa
gugatan Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi biaya materai, harus
dipahami dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) bahwa ketentuan tersebut tidak

ditemukan keharusan adanya materai dalam pembuatan surat gugatan
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8. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan

Penggugat kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, dalam hal ini harus

diperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat

maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan
hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh
dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak terbukti, oleh

karenanya dinyatakan ditolak.
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11. Menimbang berdasarkan fakta, Majelis berpendapat bahwa harta-harta berupa
sebidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat berupa mobil merk

Honda jazz adalah harta bersama yang dibeli/didapat semasa dalam masa

12. Menimbe ' gat mempunyai sisa
akan dibebankan
kepa rSa i : a 193 Kompilasi Hukum

Isla

Jika menga . i ( a dalam putusannya

tersebut dan ‘ N i kea eh John Rawls yang

menyatakan keadila g irnes san hakim terhadap perkara

Putusan perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr hakim telah memberikan
putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. b)
Putusan perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr. Bahwa hakim memberikan

pertimbangannya menilai bahwa bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi
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dua maka hutang yang timbul selama perkawinan akan dibagi dua jika terjadi
perceraian. Putusan “perkara nomor: 1360/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pbr yang dalam putusan
ultra petita disebabkan hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai sisa_hutang bersama._dibank nagari, maka hutang tersebut dibebankan

kepada harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan ini merupakan:-sebuah terobosan‘hukum yang dilakukan oleh hakim
guna meluruskan pemaknaan asas kebebasan berkontrak, dalam perkara ini hakim
pada kondisi tertentu dapat memberikan penilaian terhadap keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak selama perkawinan berlangsung, bila salah satu pihak ternyata
tidak dapat menyatakan kehendaknya secara hebas, maka dapat dipandang telah
terjadi  ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut dengan parameter yang
digunakan nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kemanusiaan, sehingga dapat terlihat
asas kebebasan berkontrak ‘tidak: dimaknal secara. mutlak, karena ada nilai keadilan,

kepatutan dan perikemanusiaan yang membatasinya.

Jika melihat pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini
menitik beratkan putusannya kepada aturan_keadilan atau kesamarataan yang di
kemukakan oleh John Rawls dimana keadilan adalah sebuah keseimbangan/fairness.
Selain itu dari pertimbangan yang diberikan hakim juga menitik beratkan
pertimbangannya kepada keadilan dengan parameter kepatutan dan kemanusiaan
yang senada dengan Teori keadilannya Amartya Sen (The Idea of Justice) dimana

keadilan tersebut harus di nalar.
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keadilan yang bersangkutan dengan kepada undang-undang yang sudah ada,
terwujud sepanjang bunyi undang-undang, tercapailah keadilan secara formil, namun

pada masa sekarang ini banyak pihak yang menuntut hakim di Indonesia lebih
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positif n

masyarakat

n batal demi hukum”.

At NaARd

2"
<
S

menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama
kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar
dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama

(equality and fairness) terhadap setiap orang.
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2. Berkepribadian Yang Terus Terang

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan yang benar adalah benar dan

yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan

engan norma-norma
orma keagamaan,

ituasi dan kondisi

| end pa bantuan pihak lain, bebas
5 W

dari campur tangan siapapun da pengaruh apapun. Sikap ini mendorong
terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas

kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
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5. Kejujuran dan Ketulusan Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan

tidak tegoyahkan.

7. Menjunj

Sikap
yang harus dipertahanka ). ng tir eh setia Prinsip menjunjung
tinggi harga ’ ake N nbentuk pribadi yang
kuat dan tangguh'y 18 j ’ at abat sebagai aparatur

Peradilan.

diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan

masyarakat pencari keadilan.
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9.Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati dimaknai sebagai kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri,

jauh dari kesempurnaan.dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

memuat ala Jan dasar-das: S¢ a je _@f erperinci, memuat
i o a ]
pasal-pasal ata 1kum tak tertulis ya : asar mengadili (pasal

50 dan 53 3 pat yang tidak cukup

cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan

yangbersangkutan.
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Gugatan telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak
terbukti, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan tersebut
harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum
dimana posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan maka gugatan tersebut
dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont

vankelijk verklaard).

Selain asas yang terdapat diatas ada juga “Asas wajib mengadili seluruh bagian
gugatan. Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg.
dan Pasal 50 Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Kelalaian mmeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan
rekonvensi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita
dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan
pengadilan tingkat pertama“untuk ,memeriksa: dan memutus bagian gugatan yang
terabaikan tersebut, namun apabila bagian gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti
pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang
seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun

hakim kasasi untuk membatalkan putusan-tersebut.

Bahwa dalam putusan ini hakim dilarang memberikan atau melebihi tuntutan
yang di kemukakan dalam bantahan atau gugatan. Larang ini disebut ultra petitum
partium. Asas iniditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.l.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg,

dan Pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi
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positamaupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra
vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers ofhis authority).

Apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, harusdinyatakan cacat (invailid)

outusan yang lebih
rbolehkan dalam
ya melanggar asas

ultra petitum, se Ja k3 : dibatalkan pada tingkat

Sehingga agar hakim dapat me gkan dan mengabulkan gugatan ataupun
permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan apa yang diminta atau
dimohonkan didalam petitum atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim yang

mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo tersebut. Jika penggugat atau

pemohon tidak mencantumkan apa yang dimohonkan atau dimintanya dalam gugatan
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ataupun permohonan dipetitumnya maka hakim tidak diperbolehkan untuk

mencantumkan di dalam amar putusannya.

Hal ini sesuai dan ditegaskan dalam “Het Herziene Indonesisch Reglement
(HIR) dan Rechreglemenet voor de Buitengewesten(RBG) pada bagian ke 3 tentang
musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat
(3) Rbg yang menegaskan.bahwa hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang di
tuntut (HIR Pasal 178 ayat (3) dan Rbg Pasal 189 ayat (3). Apabila hakim
mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh penggugat atau
pemohon dalam petitum gugatannya, maka hakim tersebut telah melampaui batas
kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh penggugat namun
dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan ultra petitum partium. (Sudikno

Mertukusomo,:2002: 17).

Sesuai dengan ketentun yang terdapat dalam Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat
(3) mengenai larangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak
dituntut di dalam"petitum gugatan yang yang berlaku di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini dapat di pahami, karena inisiatif untuk
mempertahankan atau tidak adalah-salah satu hak yang bersifat privat yang dimiliki
individu atau perorangan yang terletak pada kehendak atau pertimbangan orang atau
perorangan tersebut yang tidak dapat di lampaui. Ultra petitum dilarang dengan
alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan

yang terdapat mengandung ultra petitum maka putusan itu dinyatakan batal demi
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hukum meskipun hal itu yang dilakukan hakim dengan niak baik. (Sudikno

Mertokosumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara, terkadang ditemui hakim memberi putusan yang bersifat
ultra petitum partium, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas ultra
petita, akan tetapi larangan ultra petita tidak berlaku secara mutlak karena adanya
kewajiban hakim bersifat, aktifidan harus bertusaha>memberikan putusan yang benar-
benar menyelesaikan perkara.Selain itu,dalam gugatan apapun permohonan kepada
hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga

hakim memiliki keleluasaan untuk mejatuhkan putusan lebih dari petitum.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa non ultra petita tidak
berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima
dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang
hakim memberikan putusan yang bersifat-ultra petita menimbulkan perdebatan dalam
hukumacara peradilan agama, sering juga dikatakan dalam putusan ultra petita tidak
mengandung asaskesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang

bersengketa dalam hukum acara peradilan agama.

Hakim juga harus bertanggungjawab mengenai isi serta kebenaran terhadap
berita acara persidangan juga menandatanganinya serta membuat putusan atau
vonisyang merupakan suatu pernyataan hakim yangdiucapkan pada sidang pengadilan

yang terbuka untuk umum. (H. Riduan Syahrani, 2009: 224).
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Vonis adalah putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (Inkracht). Tidak dimilikinya lagi kesempatan bagi pihak yang kalah untuk
menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu. (Moh. Taufik
Makarao, 2004: 131). Putusanverstek atau putusantanpa hadirnya tergugat yang tidak
diajukan perlawanan adalah putusan yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga
putusan tingkat pertama yangtidak: diajukan banding, putusan pengadilan tinggi yang
tidak diajukan kasasi, putusan yang kasasi yang tidak diajukan upaya hukum
peninjauan kembali, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
diharapkan dapat memberikankepastian hukum dan keadilan. (Moh. Taufik Makarao,

2004: 132).

Hakim dituntut untuk mengadili suatu perkara sesual dengan aturan hukum
acara peradilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada hakekatnya hakim tidaklah
mengetahui semua hukum Kkarena-hukum., itu terdiri dari peraturan tertulis dan yang
tidak tertulis = (Abdulkadir Muhammad: 178). Sedangkan menurut Sudikno
Mertokusuma hakim itu dianggap tahu.akan hukumnya (ius curia novit), hakim
tersebut merupakan orang yang belatar belakang.pendidikan sarjana hukum (Sudikno
Mertukusomo, 2002: 41). Maka oleh sebab itu hakim dituntut untuk memberikan
putusan atau landasan baik hukum formil maupun hukum materil. Selain landasan
formil dan materil yang menjadi alasan hakim dalam membuat putusan, Hakim juga
harus berdasarkan pada Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari

dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya dalam perkara yang diadili,

68



sehingga terciptanya suatu putusan yang memberikan rasa keadilan. (Sudikno

Mertukusomo, 2002: 20).

Pada hakekatnya yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara adalah hakim
yang berwenang dalam memutus perkara tersebut, hakim dimintakan untuk
mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan untuk diadili.
Sehingga agar hakim dapat'mempertimbangkan’ dan. mengabulkan gugatan ataupun
permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan apa yang diminta atau
dimohonkan didalam petitum atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim yang
mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo tersebut. Jika penggugat atau
pemohon tidak mencantumkan apa yang dimohonkan atau dimintanya dalam gugatan
ataupun permohonan dipetitumnya maka hakim tidak diperbolehkan untuk
mencantumkan-di dalam amar putusannya. Hal ini sesuai dan ditegaskan dalam Het
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan.Rechreglemenet voor de Buitengewesten
(RBG) pada bagian ke 3 tentang musyawarah dan keputusan hakim pada Pasal 178
ayat (3) HIR dan'pasal 189 ayat (3) Rbg menegaskan “hakim dilarang mengabulkan

lebih dari apa yang di tuntut” .

Apabila hakim mengabulkan dan membuat putusan yang tidak diminta oleh
penggugat atau pemohon dalam petitum gugatannya. Maka hakim tersebut telah
melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh
penggugat namun dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dinamakan ultra petitum

partium.(Sudikno Mertukusomo, 2002: 17).
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Berdasarkan ketentun yang terdapat dalam Pasal HIR 178/ Rbg 189 pada ayat
(3) mengenai larangan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut
pada isi petitum gugatan yang yang berlaku di seluruh lembaga Pengadilan Indonesia.
Hal ini dapat di_pahami, “karena.inisiatif untuk mempertahankan atau tidak adalah
salah satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau perorangan yang
terletak pada kehendak atau pertimbangan-orang atau perorangan tersebut yang tidak
dapat di lampaui. Ultra petitum dilarang dengan alasan salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku. Jika ada suatu putusan yang terdapat mengandung
ultra petitum maka putusan itu dianggap batal demi hukum, meskipun yang dilakukan

hakim dengan niak baik. (Sudikno Mertokosumo, 1999: 5).

Dalam suatu perkara, terkadang ditemui hakim memberi putusan yang bersifat
ultra petitum partium, hal ini merupakan hal yang dilarang sesuai dengan asas ultra
petita, akan tetapi larangan “ultrapetita tidak-berlaku secara mutlak karena adanya
kewajiban hakim bersifat aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-
benar menyelesaikan perkara. Dalam gugatan apapun permohonan bagi hakim dalam
membuat putusan yang seadil-adilnya (ex aeque. et bono) sehingga hakim memiliki

kewenangan dalam memberikan putusan-melebihi isi petitum.

Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwa non ultra petita tidak
berlaku mutlak namun dalam hukum acara perdata hal itu masih belum dapat diterima
dalam lingkungan masyarakat, seperti yang sering muncul belakangan ini seorang

hakim memberikan putusan ultra petita menimbulkan perdebatan dalam peradilan
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agama, sering juga dikatakan dalam putusan ultra petita tidak mengandung asas
kesejahteraan dalam masyarakat khusus dalam para pihak yang bersengketa dalam

hukum acara peradilan agama.

71



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

H ht (o’ ng dilakukan untuk

I

bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi dua maka hutang

yang timbul selama perkawinan akan dibagi dua jika terjadi perceraian
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang

harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

\“@‘

7
A
' Dihara
o
¥
..
z
’
7

P
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